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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa telah terjadi keadaan tertentu berupa bencana dengan adanya penyakit
virus corona (Coronavirus Disease 2019/COVID-19) di Indonesia yang perlu
diantisipasi dampaknya terhadap industri dalam negeri dan ketersediaan
barang di dalam negeri dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan
Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak
Bencana Penyakit Virus Corona (Coronavirus Disease 2019/ COVID-19).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN
No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006
No.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), Perpu 1 Tahun 2020 (TLN No.6487), PP 21 Tahun 2020 (LN Tahun
2020 No0.91), Permenkeu Rl 177/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No0.1769)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 110/PMK.04/2019 (BN Tahun
2019 No.848), Permenkeu Rl 131/PMK.04/2018 (BN Tahun 2018 No.1367),
Permenkeu RI 160/PMK.04/2018 ( BN Tahun 2018 No0.1669), Permenkeu RI
161/PMK.04/2018 (BN Tahun 2018 N0.1670).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk menunjang produktivitas Kawasan Berikat dan guna mencegah
berkembangnya penularan penyakit virus corona pengusaha Kawasan Berikat,
atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat melakukan pemasukan barang ke
Kawasan Berikat berupa disinfektan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur
suhu tubuh, dan/atau barang lain untuk keperluan penanganan penyakit virus
corona yang hanya dipakai di Kawasan Berikat.

Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan
oleh Perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM untuk diolah
lebih lanjut atau digabungkan dengan hasil produksi Perusahaan KITE
Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM dapat melakukan
penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean
dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi nilai ekspor
pada tahun sebelumnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 April 2020.



